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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persoalan prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. 

Dimana prostitusi ini, sering kali dijadikan ladang untuk menghasilkan uang 

dengan cepat tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan 

tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Oleh 

sebab itulah bisnis ini menjanjikan dan mudah dilakukan. Fenomena ini pun 

telah terjadi sejak zaman dahulu diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 

Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang 

menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena 

prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.1 

Kegiatan prostitusi ini sendiri pun sering dilakukan diberbagai tempat, baik 

itu di lokalisasi, rel kereta api, pinggir jalan dan lain sebagainya, cara yang 

digunakan pun beragam mulai dari menunggu pelanggan untuk menggunakan 

jasanya ataupun menawarkan dirinya. Seiring dengan pesatnya kemajuan 

teknologi yang ada membuat transaksi ini juga mengalami perkembangan. 

Sehingga di Indonesia sendiri sering sekali muncul pemberitaan yang 

menggemparkan publik yakni prostitusi online menggunakan smartphone 

untuk melakukan transaksi jual beli pekerja seks komersial (PSK), baik itu 

perempuan maupun laki-laki yang menjadi targetnya. 

 
1 Kartini Kartono, Patalogi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 266. 
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Di masa sekarang, ada negara yang telah melegalkan dan ada juga negara 

yang masih melarang adanya prostitusi. Saat ini, negara yang melegalkan 

adanya prostitusi seperti Belanda, Kolombia, Bangladesh, Brazil, dan lain 

sebagainya.2 Tetapi, selain dari negara-negara yang melegalkan adanya 

prostitusi, ada juga negara yang melarang bahkan menganggap prostitusi 

sebagai hal yang melanggar hukum, salah satunya di Indonesia. Prostitusi di 

Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Hal ini disebabkan 

karena mayoritas warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, 

sehingga nilai-nilai dari agama Islam pun turut memperkuat anggapan tersebut. 

Kehidupan di masa sekarang yang berbasis teknologi digital, sudah bukan 

hal yang asing lagi di lingkungan masyarakat. Apalagi penggunaan internet 

pada saat ini bukan hanya dari kalangan pebisnis, instansi, dan karyawan saja 

tetapi sudah mencakup semua kalangan masyarakat tak terkecuali orang tua, 

ibu rumah tangga bahkan anak-anak usia persekolahan. Media komunikasi 

digital interaktif ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses tanpa 

mengenal batas wilayah secara cepat dan mudah. 

Keadaan yang terbuka serta kebebasaan pada saat ini membuat semua orang 

memiliki kebebasan ruang yang luas sehingga siapapun dapat menuangkan  

berbagai macam pandangan ataupun ide-ide dalam ruang publik melalui 

berbagai macam sosial media seperti Google, adapun yang lebih diminati oleh 

komunitas para pengguna media sosial antara lain Instagram, Facebook, 

 
2 Teddy Tri Setio Berty, “10 Negara di Dunia yang Melegalkan Aktivitas Prostitusi”, 

diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-

melegalkan-aktivitas-prostitusi pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:26 WIB. 

http://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-melegalkan-
http://www.liputan6.com/global/read/3642200/10-negara-di-dunia-yang-melegalkan-
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WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. 

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya 

regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam 

kawasan cyber untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan 

secara online. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin 

mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan 

menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktik prostitusi 

yang dilakukan secara daring. 

Semakin besarnya kejahatan yang timbul dalam media internet karena 

makin berkembangnya teknologi informasi internet yang pesat. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak 

memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang 

dijalankan oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:3 

“Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan.” 

 

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut keterangan dari 

ilmuan hukum pidana diantaranya seperti video, gambar, animasi, percakapan, 

persetubuhan, sketsa yang mengandung konten pencabulan, alat kelamin dan 

 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 
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kekerasan seksual. Objek dari perbuatan kesusilaan tersebut harus 

disebarluaskan ke publik lewat media elektronik (layanan pesan singkat atau 

media sosial dan email). Mengarah pada ketentuan Undang-Undang  Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 

apabila perbuatan seseorang yang dilakukan berupa pesan untuk melacurkan 

dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari 

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.  

Secara etimologi dalam bahasa latin, prostitusi sendiri memiliki arti 

membiarkan diri melakukan zina, berbuat pencabulan, persundalan dan juga 

pergendakan. Sementara itu, kata “prostitute” lebih mengarah kepada kata 

WTS atau yang dikenal pula dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS). 

Definisi WTS sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keadaan menjual diri (persundalan). Oleh karena itu, WTS merupakan sebutan 

dari untuk seseorang yang menjual jasa seksual, yang kini kerap disebut dengan 

istilah pekerja seks komersial (PSK).4 

Jika melihat dari aturan sosial yang berlaku dimasyarakat, maka jelas hal ini  

bertentang dengan aturan yang ada sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 

296 KUHP mengenai larangan bisnis prostitusi. Hal ini dimaksudkan juga 

untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran  

yang  banyak terdapat di kota-kota besar, dimana suatu pemidanaan hanya dapat 

 
4 Kondar Siregar, MA, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi 

Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, (Medan:Perdana Mitra Handalan, 2015), hlm. 1-3. 
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dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menjadikan sebagai kebiasaan 

atau pencarian.  

Kemudian pada Pasal 506 KUHP menyebutkan bahwa: 5 

“Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari 

pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 

tahun.”  
 
Apabila dilihat dari pasal yang telah disebutkan diatas, maka yang dapat 

dikenakan pemidanaan/sanksi adalah mucikari (pimp) atau germo, sementara si 

penikmat jasa (pelanggan) dan pelacur (Prostitute) sendiri tidak dapat 

dikenakan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks 

transnasional dan nasional yang dimaksudkan tersebut adalah terhadap 

mucikari (pimp). 

Definisi dari mucikari sendiri dalam pemahaman masyarakat secara luas 

ialah orang yang memiliki peran sebagai perantara, pengasuh dan pemilik PSK. 

Istilah mucikari ini pun juga termasuk kedalam kejahatan kesusilaan 

sebagaimana yang disebutkan dalam  BAB XIV, Buku ke-II KUHP. Akan tetapi 

istilah pengertian tersebut perlu diartikan dengan jelas, mengapa istilah dari 

mucikari itu termasuk kedalam suatu kejahatan kesusilaan. Mucikari juga dapat 

diartikan sebagai orang (baik perempuan ataupun laki-laki) yang kehidupannya 

dibiayai oleh pelacur, karena perannya sebagai orang yang mencarikan para 

pelanggan untuk aktivitas pelacuran yang kemudian dari hasilnya nanti ia 

 
5 Sovia Hasanah, “Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK”, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-

seks/ pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08:36 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-seks/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeli-seks/
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mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang 

dilangsungkan oleh pelacur tersebut. Yang dimaksudkan dengan orang yang 

menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.6 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prostitusi diatur 

dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:  

“Barang siapa dengan sengaja  menyebabkan perbuatan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau 

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”  

 

Bagian inti delik (delicts bestanddelen):7 

1. Dengan sengaja 

2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 

3. Dan menjadikan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. 

Menurut pendapat R. Soesilo8 disebutkan bahwa pasal ini lah yang 

digunakan untuk memberantas orang-orang yang menjalankan rumah bordil 

atau tempat pelacuran. Untuk bisa menerapkan hukuman didalam pasal ini, 

maka perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menjadi “pencaharian” 

(dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Selanjutnya 

orang-orang yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP diantaranya seseorang 

yang menyediakan rumah atau kamarnya terhadap laki-laki dan perempuan 

 
6 Caswanto, Skripsi: “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel 

di Indramayu dalam Pesrpektif Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 

hlm. 47-48. 
7 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 172-173. 
8 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 217. 
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untuk melacur (melepaskan nafsu kelaminnya). Kebanyakan tempat ini juga 

memberikan fasilitas tempat tidur kepada penyewanya. Kemudian hukuman 

yang dikenakan bagi para pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai 

tempat prostitusi terhadap perbuatan pelacuran dengan melakukannya sebagai 

pencaharian, maka pemiliknya bisa dikenakan sanksi  sesuai dengan Pasal 296 

KUHP. 

Menurut Moeljatno aktivitas pelacuran memang tidak dilarang didalam 

hukum pidana, tetapi aktivitas tersebut bukan berarti tidak mengganggu 

kepentingan masyarakat, oleh sebab itulah perlu dicari solusi dan aturan yang 

tepat terhadap aktivitas pelacuran tersebut, sehingga dalam praktik dapat 

dilaksanakan oleh penegak hukum.9 

Akibat banyaknya kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi maupun 

internet termasuk merebaknya prostitusi dan pornografi, membuat Pemerintah 

membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Meski undang-undang tersebut sudah diundangkan, tetapi 

kenyataannya belum dapat digunakan secara efektif untuk menanggulangi dan 

menjerat para pelaku yang menjalankan bisnis prostitusi online, hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengawasan dan kontrol. Selain itu juga para 

pelaku kejahatan dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari 

penegakan hukum. Dalam upaya penanggulangan prostitusi juga para aparat 

penegak hukum hanya melakukan penertiban saja kepada para mucikari, hal ini 

 
9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 86. 
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dikarenakan belum adanya regulasi yang tegas dalam hukum positif Indonesia 

yang melarang praktek prostitusi. Didalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tercermin jelas bahwa ketentuan pasal tersebut 

hanya melarang mereka yang membantu dan memberikan pelayanan seksual 

secara ilegal, sehingga pasal itu hanya dapat menjerat para mucikari dan pihak 

lain (PSK, Pelanggan dan Calo) dapat bebas dari aturan hukum. Selain KUHP 

terdapat sarana hukum lain untuk memberantas prostitusi online, namun karena 

banyaknya sarana hukum tidak dapat menjamin efektifitas penegakan hukum 

dalam menangani tindak pidana prostitusi, sehingga prostitusi tetap dapat 

tumbuh dan berkembang setiap harinya di Indonesia.10  

Polisi berada digaris terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang 

POLRI sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Dimana sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut:11 

“Fungsi kepolisian yakni salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.” 

 Perkembangan Kota Palembang yang pesat sebagai kota administratif di 

Indonesia dengan masyarakat yang mengikuti  perkembangan  teknologi  dan 

dengan berbagai fasilitas terutama hiburan, menjadikan Kota Palembang 

 
10 Prambudi Adi Negoro dan Ivantri Graham Atmadja, Analisis Terhadap Prostitusi Online 

Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, E-Journal Recidive Vol. 3 No. 1, diterima dari 

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483, Januari-April 2014.  
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2, tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Bab I, Pasal 2, Tahun 2002. 

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483
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sebagai satu daerah yang tidak tertinggal dari fenomena prostitusi online. 

Persoalan prostitusi online yang menjadi polemik di masyarakat Kota 

Palembang dapat ditemukan dari beberapa kasus, seperti pada  kasus  mucikari  

yang  mempromosikan perempuan dengan menampilkan foto-foto perempuan 

cantik  lewat instagram atau twitter, kemudian proses tawar-menawar dilakukan 

antara mucikari atau pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri dengan 

pelanggannya melalui WhatsApp.12   

Tabel 1. 

Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi Twitter di Kota Palembang 

 

NO 

 

Akun Twitter  

 

Keterangan 

1. @bopalembang21 
Open bo, Ready say cus 

Postingan: 28 Maret 2020 (22.39 WIB) 

2. @Tiara_anggelaaa 
Open Bo 3 slot ajah Info RR langsung 

DM aku yaa 

Postingan: 09 November 2020 (01.58 

WIB) 

3. @aryani53420722 
Open Bo promote #palembang  

Postingan: 05 November 2020 (09.56 

WIB) 

4. @riri_ananta1 
Aku Include di sini ya sayang, start 

dari jam 7 malem ini..aku open COD  

Postingan: 21 Oktober 2020 (20.42 WIB) 

5. @MimiHamida1 
Open, dm aja 

Postingan: 21 Februari 2020 (05.51 WIB) 

 

Sumber: www.twitter.com  

 

 
12 Raja Adil Siregar, “Prostitusi Online di Palembang Dibongkar, Tarif Kencan Rp 10 Juta”, 

diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3766994/prostitusi-online-di-palembang-

dibongkartarif-kencan-rp-10-juta pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:04 WIB. 

http://www.twitter.com/
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Tabel 2. 

Data Akun Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Kota Palembang 

 

NO 

 

Akun MiChat 

 

Keterangan 

1. Dewi 
Stay hotel batiqa ya,,  

Postingan: 24 November 2020  

2. Riska 
Nanti siang ya kita stay jm 3 yang 

mau boking bisa dari sekarang 

Postingan: 30 November 2020 

3. Kayla 
Sini yukkk 

Postingan: 30 November 2020 

4. Caca 
Screenshoot Testimoni 

Postingan: 30 November 2020 

5. Natisya Queenz 
Chat yang mau main sekarang 

Postingan terakhir: 

22 November 2020 
 

Sumber: www.MiChat.com  

 

Data diatas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pekerja seks 

komersial dalam hal menjajakan dirinya dalam media online, yang hingga saat 

ini menjadi polemik di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Panit I Subdit IV 

Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Iptu Alfredo Hidayat yang mengatakan 

bahwa Informasi kita dapat dari masyarakat sudah lama, bahwa ada aktivitas 

prostitusi online yang menawarkan wanita-wanita cantik dengan tarif fantastis. 

Setelah melakukan pengintaian, kita tangkap muncikari atau germonya.13 

Dalam kasus lain MS (21) adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan 

tinggi swasta di Kota Palembang yang terjerat kasus prostitusi online yang juga 

 
13 Ibid, hlm.1. 

http://www.michat.com/
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menggunakan modus yang sama dengan kasus sebelumnya. Tujuan MS 

melakukan itu ialah untuk memenuhi kebutuhan kuliah, kebutuhan sehari-

seharinya, bahkan gaya hidup.14 

Hampir semua kasus prostitusi online di Kota Palembang  memiliki  kasus  

yang serupa dengan kasus di atas. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya 

penanggulangan dalam menanggulangi kasus prostitusi online  yang  terjadi  di  

Kota Palembang. Maksud dari kata penanggulangan itu sendiri adalah suatu 

proses atau cara yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi 

suatu keadaan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang 

telah melakukan perilaku yang dinyatakan bersalah. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melalukan penelitian 

komparatif mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian 

dalam tindak pidana prostitusi online dengan judul “UPAYA 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA 

SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR 

PALEMBANG” 

 

 

 

 

 

 
14 Tim Tribun news, “Prostitusi Online Mahasiswi  di  Palembang  Tawarkan Layanan Ini 

Sekali Kencan Rp 10 Juta”, diakses dari https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/20/prostitusi-

online-mahasiswi-di-palembang-tawarkan-layanan-ini-sekali-kencan-rp-10-juta?page=all pada 

tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18:13 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 

Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi 

melalui media sosial ? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam melakukan upaya 

penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi dari penanggulangan tindak pidana 

prostiusi melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang dalam menanggulangi kasus tindak pidana prostitusi melalui 

media sosial di wilayah hukum kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan bagi penelitian 

bidang yang sama khususnya pada bidang hukum pidana yang berkaitan 
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dengan upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi melalui media 

sosial. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan yang digunakan untuk 

melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana 

prostitusi melalui media sosial. 

c. Diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan referensi bagi rekan- 

rekan mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya mahasiswa 

fakultas hukum. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat 

dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum serta dapat 

menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan 

menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial. 

b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui 

tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang 

masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui aturan yang berlaku serta 

sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi perbuatan-perbuatan 

yang menyangkut hal tersebut. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil dari pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang signifikan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, 

terkhusus penelitian hukum.15 Berdasarkan pengertian dari kerangka teori diatas 

maka kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori 

penanggulangan kejahatan dan penyebab dari suatu kejahatan. 

1. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Di zaman dahulu sanksi yang diterapkan atas kejahatan dilaksanakan 

dengan begitu keras, dimana tujuan dari hal itu untuk memberikan 

pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. 

Namun, dimasa sekarang hal yang dilakukan untuk meminimalisir angka 

kejahatan yang terjadi dimasyarakat ialah dengan melakukan pembinaan 

dan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan, yang tujuannya agar 

pelaku sadar dan bertaubat. Barda Nawawi Arief memberikan 

pandangannya mengenai teori penanggulangan kejahatan, bahwa kebijakan 

atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).16 Pada akhirnya, 

tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan ini ialah 

dapat terciptanya keamanan, kesejahteraan serta mampu melindungi 

masyarakat pada umumnya.  

 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 122. 
16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), hlm. 4. 
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang 

dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara 

garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni : 

1. Jalur Penal 

Suatu upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana. Upaya 

ini merupakan bentuk dari usaha dalam menanggulangi kejahatan 

dan menitikberatkan kepada sifat represif yakni suatu tindakan 

yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan 

hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah 

dilakukan. Selain itu juga dengan upaya penal ini, tindakan yang 

dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada 

tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.  

2.    Jalur Non-penal  

Suatu upaya yang dilakukan diluar hukum pidana. Upaya ini 

menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu suatu tindakan 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang menjadi target 

utama dalam upaya non-penal ini adalah menangani penyebab 

terjadinya kejahatan yang meliputi permasalahan atau kondisi 

sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan 

atau menumbuh suburkan kejahatan. 

 

2. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Secara Konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang 



  16 

 

 

mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Pencapaian penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang memiliki makna netral, sehingga berdampak postif 

maupun negatif terdapat kandungan dari faktor tersebut. Faktor- faktor 

tersebut saling berkaitan, yaitu esensi dan juga tolak ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:17 

1. Hukum (Undang-Undang) 

2. Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Masyarakat, dimana hukum tersebut diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, adalah sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

mengikuti pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian  hukum  pidana  yakni  

khususnya berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Dalam  

Tindak Pidana Prostitusi melalui media sosial di Kota Palembang. Ruang 

Lingkup Lokasi Penelitian yakni pada Kepolisian Resor Kota Besar 

(Polrestabes)  Palembang. 

 
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 5. 
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G. Metode Penelitian 

Adapun manfaat dari adanya metode penelitian yakni sebagai  alat  atau  

pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri ialah suatu 

cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

mengarah pada suatu permasalahan untuk dipecahkan secara ilmiah. 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis yakni penelitian empiris. 

Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian lapangan. 

Dimana pada penelitian empiris ini, awalnya meneliti data sekunder untuk 

selanjutnya melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 

terhadap masyarakat.18 Penelitian hukum empiris ini akan mengadakan 

pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu perihal 

efektifitasnya, maka pengertian dari operasional dapat diambil dari peraturan 

perundang-undangan.19 Metode Penelitian ini menggunakan perundang- 

undangan maupun bahan hukum tertulis kemudian mengidentifikasikan dasar 

hukum atau pengertian pokok, seperti halnya subjek  hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan 

pengumpulan data primer dengan wawancara kepada para pihak yang terkait 

dalam masalah ini. 

 

 

 

 
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm.52. 
19 Ibid, hlm.53. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan peraturan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

sosiolegal (socio-legal approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,20 yakni 

penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Sedangkan pendekatan sosiolegal (socio-legal approach) merupakan 

metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menjadikan hukum sebagai 

sebuah gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan 

sosiolegal biasanya menitik beratkan pada perilaku individu dan 

masyarakat dalam kaitannya hukum.21 

 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan 

sekunder. 

a. Data Primer, adalah data empirik yang diperoleh secara langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara 

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakart: PT. Kencana Pemada Media Group, 

2005), hlm. 136. 
21 Ibid., hlm 128. 
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dengan sumber infromasi yakni Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor 

Kota Besar Palembang. 

b. Data Sekunder, adalah data yang berupa bahan hukum  yang  terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoriatif)22, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan perihal bahan hukum primer, sesuai 

dengan hasil- hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari 

kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.23 

3. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan arah 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder 

yang berhubungan terhadap permasalahan berupa kamus hukum, 

ensiklopedia, dan internet.24 

 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar 

(POLRESTABES), yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, 

Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penentuan 

 
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47. 
23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jakarta: UI Press, 2001), 

hlm. 116. 
24 Ibid, hlm. 117. 
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lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data 

yang dirasa dapat diperlukan untuk menunjang pengerjaan skripsi. 

 

5. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi Penelitian  

Populasi Penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.25 Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang 

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.26 Populasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Kota 

Besar Palembang dan Masyarakat di Kota Palembang. 

b. Sampel Penelitian  

Sampel Penelitian adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang 

diteliti, yang mana telah mampu secara respresentatif dapat mewakili 

populasinya.27 Sampel ditentukan secara purpose sampling yakni 

didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau 

responden untuk mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan 

dibahas.28 Sehingga yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab 

 
25 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: C. Mandar Manju, 

2008), hlm. 57. 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 173. 
27 Sabar Rutoto, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kudus: Badan Penerbit FKIP Universitas 

Muria Kudus, 2007), hlm. 21. 
28 Zainuddin Ali., Op.Cit, hlm., 176. 
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permasalahan yang ada pada skripsi ini dapat tercapai. Maka dari itu, 

untuk sampel yang dijadikan responden oleh penulis adalah Kepala Unit 

PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Penyidik bagian PPA 

(Perlindungan Perempuan dan Anak) pada Kepolisian Resor Kota Besar 

Palembang dan satu orang pengguna layanan prostitusi online di Kota 

Palembang.  

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan/ Field Research 

Pada pelaksanaan penelitian lapangan ini digunakan metode observasi. 

Metode observasi sendiri pun dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dengan teliti dan mengamati secara langsung objek penelitian. 

Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres 

Palembang yang menangani kasus tersebut  

b. Studi Kepustakaan/ Library Research 

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 

berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh 

dari dokumen- dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku. 

7.  Teknik Pengolahan Data 

Di tahap pengolahan data ini, cara yang akan digunakan, yakni editing. 

Editing merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah 
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diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya atau tidak.29 

 

8. Analisis Data 

Proses pengolahan data dengan cara meneliti data untuk memastikan 

kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk 

dibandingkan oleh teori-teori yang ada. Peneliti tentu melakukan 

argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, 

kemudian akan diadakan analisis data. Data yang diperoleh, dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data 

yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat 

dan sistematis agar hasil dari analisis data akan muncul kesimpulan sebagai 

konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu 

kesimpulan.30 

9. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelian 

yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud 

merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam 

penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran 

dari penelitian.31 

 
29 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm.121. 
30 Lexi Moleong, Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen, (Bandung:  

Remaja Karya, 2000) hlm.164. 
31 Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 93. 



  23 

 

 

Penarikan Kesimpulan menggunakan deduktif yaitu suatu metode 

berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 67. 
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